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WALI KOTA PALU
PROVINST SULAWEST TENGAH

KEPUTUSAN WALL KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR
460/ 1382 /DINSOS/2017 TENTANG LEMBAGA ADAT KAILI
KELURAHAN TALISE

WALI KOTA PALU,

Menimbang v bahwa dengan adanya  pergantian  keanggotaan
Lembaga  Adat Kaili di lingkungan Kelurahan
Talise, maka perlu  dilakukan perubahan atas
Keputusan Wali Rota Palu tentang Lembaga Adat
Kaili Relurahan Talise:

b, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan
Wali Kota Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Kelembagaan  Adat  Kaili  perlu
menetapkan  Keputusan — Wali  Kota  tentang
Lembaga Adat Kaili;

o

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan  Keputusan  Wali  Kota  tentang
Perubahan Atas Reputusan Wali Kota Nomor
460/135.a/DINSOS/2017 tentang Lembaga Adat
Kaili Kelurahan Talise;

Mengingat + 1. Undang-Undang Nomor + Tahun 1994 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat I Palu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3555).
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana  telah  diubah  terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20135 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
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Tahun 2014 tentang  Pemerintaban  Darrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun

2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di
Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun
2007  tentang Pedoman Penataan Lembaga
Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 34);

5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009
tentang  Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu
Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Palu Nomor 6Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);

6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2016
tentang Kelembagaan Adat Kaili (Lembaran Daerah
Kota Palu Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu
Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu
Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Palu Nomor 8);

8. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 38 Tahun 2017
tentang Pedoman Pelaksanaan Kelembagaan Adat
Kaili (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor
38);

Memperhatikan: Berita Acara Hasil Pemilihan Anggota Lembaga Adat
Kelurahan Talise Nomor 002.6/42/TAL/V/2017 tanggal
5 Mei 2017;

ADAR KOORNINASY © I
’ PALRAF KOORDINAS

 CINESY

BAGIAN HUXUR

SKPD

PEMRARARSA | ©

¢ | b

|
a

[ E— Al it Sl

- Séénvhredwb'y'CamScanner



MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KISSATU Perubahan  Atas  Keputusan  Wali  Kota  Nomor

'l'()()/ 135.0/DINSOS /2017 tentang Lembaga Adat Kaili
Kelurahan Talise, sebagai berikut :

o

Balengga Nuada @ H. Sulihi Sause

—

b. Pouki Nuada . Suparman,S.Kom

e

Polisa Nuada . Sariyah Alwi

Firdaus B.
Syamsudin A.Md
A.M. Lasawali

H. Mahludin Sampole
Rizal Hense

H. Syamsi Borahima

d. Pila-pila

kL=

e. Suro Reki

Lim Fatfar
Dahyun

Anton Borahima
Benjimen

Yasir Tayeb
Fajran

Nk W=

KEDUA : Lembaga Adat Kaili sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan dan
ketertiban masyarakat diwilayahnya

2. membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan
pembangunan;

3. mengembangkan dan  mendorong  partisipasi
masyarakat di wilayahnya;

4. menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat
yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama;

5. menerapkan ketentuan adat;

6. menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan,

7. mendamaikan  sengketa yang timbul dalam
masyarakat diwilayahnya; dan

8. menegakkan hukum adat kaili.

KETIGA : Periode Kepengurusan Lembaga Adat Kaili sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU selama 5 (lima) tahun.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kota Palu pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Palu.

 pARAF KOORDINAG)
— £
| RAGIAN HUKUM ‘ Q
]ww SUPD “/Z(/f

o B
| pEmRAKARSA | ¥

Scéhhéd by CamScanner



*.,v‘""‘

>

—

st

KELIMA

' Keputusan Wi

. i Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan,

Ditetapkan di Palu
pada tangpgal

WAKIL WALL KOTA PALU,

LSIGIT PURNOMO
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ISP REGISTRASI PENOMORAN

(&

Keputusan Walikota

Nomor : 200/311/KESBANGPOL/2019
Tanggal : 25/03/2019

Instansi : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palu

No. Koreksi : 222

Tentang : Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 460/135.a/DINSOS/2017 Tentang Lembaga Adat

Kaili Kelurahan Talise
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Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu JDIH-DIIA 25/03/1913:03
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